
,.,, - _"""-'-''t''.,..

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Surnatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656);

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Surnatera
Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 25 April 2012
telah ditetapkan penyediaan dan penyaluran cadangan
pangan pokok daerah Provinsi Sumatera Selatan ;

b. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan
Penyalurun Beras oleh Pemerintah, Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.600,- (enam ribu enam
ratus rupiah) per kg ;

c. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor
S-6/MK.2/2012 tanggal 13 .Januari 2012 Harga
Pembelian Beras (HPB)Pemerintah kepada Perum Bulog
sebesar Rp 6.558,- (enam ribu lima ratus lima puluh
delapan rupiah) per kg ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2012
tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan
Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERASELATAN,

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN
NOMOR12 TAHUN2012 TENTANGPENYEDlAANDANPENYALURAN

CADANGANPANGANPOKOKDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN

NOMOR: 18 TAHUN 2012

TENTANG

GUBERNUR SUMATERA SElATAN
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaban Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004 ten tang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan lnvestasi VertikaJ di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pernerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketabanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pernerintah Daerah Provinsi dan Pernerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintab sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tabun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nornor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tala Kerja
Irrspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nornor 3 Seri D)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penyediaan dan PenyaJuran Cadangan Pangan Pokok
Daerab Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun
2012 Nomor 12);
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c. Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan
bertanggung jawab untuk memeJihara dan
mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai
dengan kondisi awalnya.

cadangan pangan pokok daerah dengan kadar air
maksirnurn 14% (empat belas perseratus], butir patah
maksimum 20')10 [dua puluh perseratus), kadar menir
maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh
minimum 95% [sernbilan puluh lima perseratus];

b. Harga Pembelian Beras (BPB) Pemerintah kepada
Bulog sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : 8-6/
MK.2/2012 tanggal 13 Januari 2012 sebesar
Rp.6.558,- (Enam ribu lima ratus lima puluh deJapan
rupiah) per kg, dan bilamana terdapat perubahan HPB
maka akan disesuaikan dengan HPByang baru.

sebagaia. kualitas beras yang harus disediakan

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pokok daerah
diatur dalam perjanjian kerjasama an tara Badan
Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog Divisi Regional
Sumatera Selatan, dengan keterituan :

Pasal B

Ketentuan Pasal 8 huruf b dalam Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun
2012 Nomor 12), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal I

PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURSUMATERA
SELATANNOMOR 12 TAHUN2012 TENTANGPENYEDlAAN
DANPENYALURANCADANGANPANGANPOKOKDAERAH
PROVJNSJSUMATERASELATAN.

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan
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BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2012 NOMORJ.~.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 ~lei 2012
SEKRET RlS DAERAHPROVINSJ

SU ATERASELATAN,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 HEI 2012

GUBERNURSUMATERASELATAN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ill! dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

.Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pacta tanggal
diundangkan.

Pasal 11
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 


